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and criminal acts of domestic emotional abuse. This is
a normative juridical method researclt with qualitative

data analysis. Decision Number 173/Pid.Sus/2014/

PN.Lmj is not based on psychiatric examinations,

whereas, only psychologists can scientffically examine

the truth of psychological trauma. Psychiatric

examination can be provided by a psychologist for
the purpose of finding the substqntial truth. The

urgency of psychiatric examination on the victim of

domestic emotional abuse qims to determine tIrc
relationship between the criminal act of the

and the psychological trauma of the victim;
caus al relationship between psychological

a result of the defendant's crime indicates an

correlates with criminal liability in such cases-

Keywords: psychiatrist, emotional abuse,

abuse.

L PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsipnya Pancasila dan UUD NRI 1945

memberikan jaminan hak pada setiap warga

negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas

dari segala bentuk kekerasan. Konsiderans

sebagai dasar pembentukan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan,

bahwa segala benfuk kekerasan, terutama

kekerasan dalam rumah tangga, merupakan

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi yang harus dihapus.

Merujuk pada konsiderans Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, membahas permasalahan

kekerasan dalam rumah tangga sama halnya

membahas pelanggaran hak asasi manusia, dan

membahas Putusan Nomor 173lPid.Susl20l4l

PN.Lmj sama halnya kita peduli dengan

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan,

apalagi kekerasan itu dilakukan oleh seorang

anak terhadap ibu kandungnya.

Putusan Nomor 1 73lPid.Sus/20 l4lPN.Lmj
memeriksa perkara seorang terdakwa dewasa

(usia 20 tahun) bernamaAW. Putusan Pengadilan

Negeri Lumajang tanggal 13 Juli 2015 memutus

AW dipidana karcnaterbukti bersalah melakukan

tindak pidana kekerasan dalam rumah

sebagaimana ditentukan di dalam U
Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kasus pd
bermula dari AW yang terbukti secara

melakukan tindak pidana kekerasan dalam

tangga pada tanggal 9 Januari 20 | 5 sekitar

19.30 WIB. Kekerasan dilakukan oleh Affi
terhadap saksi korban,yaifi. S (ibu kandungAe!"

Penuntut umum dalam Pufusan Nm,
1 73lPid. Sus/20 |4lPN.Lmj mengaj,rkan dakwa
secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu bahm
terdakwa AW pada tanggal 9 Januari llltt5
sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidalilF
pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempil
di rumah orangtua terdakwa di Dusun Kxait
Desa Selok Awar-awar, Kecamatan pasiriru

Kabupaten Lumajang, ketika itu terdakwa Affi
pulang dari sebuah kafe dan meminta uang pada

D (kakek terdakwa AW), tetapi dilarang olfi
S. Adanya larangan dari ibunya tersebu! yaq6

membuat terdakwa AW marah dan kemudir
mengambil sebilah sabit yang berada di dry
lalu diacungkannya pada S.

D yang menyaksikan peristiwa terseb(
kemudian memeluk AW dari belakang, yalg
pada saat itu AW sudah membawa sabit dr
hendak membacok S. Dari fakta yang terungtap

di persidangan, D meminta pada S untuk segonr

328 I JurnalYudisialVol. 1 1 No. 3 Desember 2018:327 -?tE
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oleh hakim. Hakimlah ujung tombak penegakan

hukum di Indonesia yang seharusnya berperan

serta dalam mewujudkan keadilan yang berbasis

pada penemuan kebenaran materiel dalam setiap

pemeriksaan perkara pidana, namun demikian

trauma psikis korban sebagai akibat dari

perbuatan terdakwa AW justru tidak dibuktikan

oleh ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor

173lPid.Sus/2014lPN.Lmj. Hakim memang

tidak keliru, karena KUHAP menganut sistem

pembuktian negatief wetteliik bewijs, di mana

dalam memutus perkara hakim harus yakin atas

kesalahan terdakwa. Dalam pertimbangan yatng

mernberatkan, hakim memang meyakini adanya

trauma korban yang disebabkan oleh perbuatan

terdakwa, namun demikian keyakinan hakim

tidak berbasis pada keterangan ahli jiwa'

Undang-Undang Nomor 23 Tahw 2004

sebagai dasar hukum dalam setiap kasus

kekerasan dalam rumah tangga memformulasikan

ruang lingkup perbuatan "kekerasan psikis"

sebagai delik materiel, sehingga pemeriksaan

ahli jiwa bersifat conditio sine qua non'

Fenomena tidak adanya keterangan ahli jiwa

dalam pembuktian kasus kekerasan psikis dalam

rumah tanggaperlu dicermati dan dikritisi dalam

pemeriksaan Putusan Nomor 1 73lPid.Susl2014l

PN.Lmj, dan dalam kajian ini penulis tertarik

menyandingkannya dengan Putusan Nomor 79l

PID.SUS/20 1 5/PT.MDN dan Putusan Nomor 84/

Pid.Sus/2017lPN.Kng.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada beberapa permasalahan

terkait dengan Putusan Nomor tT3lPid-

Sus/2014lPN.Lmj sebagaimana dikemukakan

dalam latar belakang masalah, fokus utama

permasalahan yang perlu dikaji khususnya

dalam rangka penemuan kebenaran materiel

adalah bagaimanakah hubungan kausal antaxi

keterangan ahli jiwa dengan kekerasan psikis

dalam rumah tangga dalam pembuktian Putusm

Nomor I 73lPid. Sus/20 1 4/PN.Lmj ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus

penelitian mengenai Putusan Nomor l73lPid'

Sus/2O\4lPN.Lmj adalah untuk memahami dan

menganalisis mengenai urgensi pemeriksaan ahli

jiwa dalam kasus perkara kekerasan psikis dalam

rumah tangga, khususnya terkait dengan upaya

untuk menemukan kebenaran materiel sebagai

kebenaran yang dituju dalam setiap pemeriksaan

perkara pidana; untuk itu, adanya interaksi dan

dependensi antara keterangan ahli jiwa dengan

tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah

tangga menempati posisi yang penting dalam

pembuktian perkara.

Manfaat dan- kegunaan kajian mengenai

Putusan Nomor 1 7 3 /Pid. Sus/2 0 1 4/PN.Lmj adalah

secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumb angan pemikiran secara fi losofi s konseptual

mengenai pentingnya pembuktian yang berbasis

pada kebenaran ilmiah, sedangkan secara praktis

diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak

hukum dalam mengambil keputusan mengenai

pentingnya pemeriksaan kejiwaan, baik pada

tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara

maupun padatahap penuntutan dan pemeriksaan

pengadilan, khususnya dalam menangani

kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara

kekerasan psikis dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik

formal dan delik materiel tidak terlepas dari

33o I
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pemeriksaan perkara. Dari perspektif hukum, baik psikotog maupun psikiater
bukti atau bewiis menurut Marwan & Jimmy diperlukan dalam pembuktian mengenai i

(2009.' ll-7) adalal {e{aaftI yang drgunakan dan'perbuatanpelaku.Keteranganpsikolog
unfuk menyatakan kebenaran tentang suatu

peristiwa. Makna pembuktian tidak dijelaskan

di dalam KUHAP, namun Pasal 66 KUHAP
menenfukan bahwa tersangka atau terdakwa

tidak diserahi beban pembuktian. pasal 183

KUHAP menentukan bahwa: "hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apablla dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terj adi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukan ny a."

Pasal 183 KUHAP mengindikasikan

bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah

pembuktian berdasar undang-undang secara

ne gatif (n e g at i ef w e t t e I ij k b ew ij s), sebagaimana

dikemukakan oleh Hiariej (2012: 17), bahwa:

"sistem peradilan pidana Indonesia menganut

negatief wettelijk bewijs theorie. " Adapun alat

bukti yang ditentukan dalam rangkapembuktian

menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi:
(a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c)

surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.

Keterangan ahli sebagai alat bukti tidak
mempunyai kekuatan mengikat, artinya hakim
tidak harus meyakini keterangan ahli.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004,bahwa kekerasan

dalam rumah tangga sebagai suatu perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

danlatau penelantaran rumah tangga. Terkait

dengan perbuatan yang berakibat pada timbulnya

kesengsaraan psikologis atau kekerasan psikis

pada korban dalam kasus kekerasan dalam

rumah tangga, maka pemeriksaan ahli jiwa,

atau psikiater dapat diberikan secara tertulis

secara lisan di pengadilan.

Menurut Gerungan (2009:1) arti psikologi

sama dengan ilmu jiwa, karenakata "psikologi
mengandung kata psyche dalam bahasa yunai
berarti jiwa, dan kata logos berarti itnrr
Dengan demikian, istilah ilmu jiwa merupaken

terjemahan secara harfiah dari istilah psikologi
Menurut Ohoiwutun (2016a: ll4):

"ilmu jiwa kita gunakan dalam arti yallLg
lebih luas daripada istilah psikologi-
Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran,
pengetahuan, tanggapan dan juga meliputi
segala khayalan dan spekulasi mengenai
jiwa itu. Psikologi meliputi ilmu jiwa yang
diperoleh secara sistematis dengan metode-
metode ilmiah. Istilah ilmu jiwa merujuk
pada ilmu jiwa pada umumnya; sedangkan
psikologi merujuk pada ilmu jiwa yang
ilmiah."

Menurut Djamali (1984: 12), psikologi
sebagai ilmu mengenai tingkah laku manusia

dalam pelaksanaannya memfokuskan pada

tingkah laku individu. Di samping bantuan disiplin
psikologi, ilmu psikiatri juga diberdayakan dalam
praktik penegakan hukum pidana terkait dengan

aspek kejiwaan, baik pemeriksaan terhadap

pelaku, maupun korban tindak pidana. Menurut

Soewadi (Ohoiwutu n, 20 I 6a: Tl2), peranpsikiatri

di dalam hukum meliputi:

"membantu lembaga peradilan dalam
menentukan kondisi kesehatan mental
seseorang, membuat visum et repertum
psychiatricum, membuat surat keterangan
kesehatan jiwa, sebagai saksi ahli dalam
peradilan, memberikan informasi pada
masyarakat luas tentang pentingnya
pemeriksaan psikiatrik, membanfu
perlindungan pengobatan, dan perawatan
penderita gangguan j iwa."
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dianalisis secara kualitatif menurut Muhammad
(Ohoiwutun,2015:9) yaitu dai- data yang telah
dikumpulkan kemudian di-sistematisir, dinilai
berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang
berlaku serta kenyataan yang terjadi.

Fokus penelitian mengenai eksistensi ahli
jiwa dalam pemeriksaan kejahatan kekerasan

psikis dalam rumah tangga, dianalisis datanya
secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara

deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara
menjelaskan mengenai urgensi pemeriksaan

ahli jiwa, khususnya dalam rangka menemukan
kebenaran materiel, yang bermuara pada

penentuan adanya kesalahan terdakwa,
pertanggungjawaban pidana dan berakhir pada

penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

ilI. HASIL DAN PEMBAIIASAN

Penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana
wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, yaita
berkaitan dengan hukum pidana materiel dan
hukum pidana formal. Hukum pidana formal atau
hukum acara pidana merupakan proses yang harus
dilalui dalam setiap penegakan hukum pidana.
Demi mencapai tujuan pencarian dan penemuan
kebenaran materiel, hukum pidana tidak dapat
menghindarkan diri dari adanya interaksi dan
bahkan dependensi dengan disiplin ilmu lain di
luar hukum pidana.

berupa bahan hukum primer, bahan hukum

rekrz&C dn 6alan lukum fersr'er. Data

itu, menemp atkan posisi pemeriksaan

se6agai langkah awal yang strategis dalil
pemeriksaan perkara pidana.

Sebagaimana disebutk an pada Bab I hrtr
D, bahwa: "eksistensi psikolog dan psikiater dalm
pemeriksaan perkara pidana dapat memberikm
kontribusi tersendiri dalam sistem peradiLm
pidana, dan dalam aplikasinya pilihan ahli jim
dalam penegakan hukum di Indonesia bergantung
pada kewenangan instansi yang bertang$mg
jawab dalam pemeriksaan perkara.,, Kontribusi
keterangan ahli jiwa dalam pemeriksaan perkar:a

pidana, baik terhadap korban maupun pelakr
tindak pidana inilah yang berperan penting
dalam menenfukan adanya kesalahan dan sifat
melawan hukumnya perbuatan. Dalam kasus

kejahatan tertentu, diperlukan pemeriksaan

ahli jiwa, baik terhadap pelaku maupun korban
untuk menentukan hakikat dari perbuatan den
akibatnya. Eksistensi keterangan ahli jiwa
berkorelasi dengan penentuan kesalahan dan
pertanggungjawaban pidana, sebagaimana

dikemukakan oleh Ohoiwutun (2017 : 43):

"dalam pertanggungjawaban pidana, ada
hubungan erat antara unsui kesalahan
dan sifat melawan hukum, dan apabila
perbuatan yang dilakukan tidak bersifat
melawan hukum, maka perbuatan tersebut
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
gelaku. Pada prinsipnya tidak mungkin ada
kesalahan tanpaada unsur melawan-hukum-
Faktor kesalahan merupakan unsur penting
penentu pertanggungjawaban pidana yang
harus dibuktikan dalam penegikan huj<um
pidana."

Menurut Sudarto (1986: 106), ..tekanan

harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran Dalam pertimbangan hakim yang

materiil, dan dalam mencari kebenaran itu memberatkan,putusanNomorlT3/pid.Sus/20141

dilalui jalan yang panjang ialah pemeriksaan PN'Lmj menyatakan bahwa: "perbuatan

kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya di sidang terdakwa Aw menyebabkan trauma kepada

pengadilan." Merujuk pada pendapat Sudarto, saksi S; dan sebagai seorang anak seharusnya

jalan panjang dalam mencari kebenaran materiel terdakwa menghormati dan menyayangi orang
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pelaku harus meliputi perbuatan yang berakibat

pada perasaan ketakutan, hilangnya rasa percaya

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

tidak berdaya, danlatau penderitaan psikis berat

pada korban.

Putusan Nomor 173lPid.Susl20L4/

PN.Lmj justru tidak membuktikan perbuatan

terdakwa AW yang berakibat terjadinya

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

danlatau penderitaan psikis berat pada korban

S. Pembuktian secara ilmiah adanya akibat

dari perbuatan AW diperlukan dalam rangka

menemukan kebenaran materiel sebagaimana

yang dituj u di dalam pemeriksaan p erkara pidana.

P embuktian adanya p erbuatan AW y ang b er akib at

pada trauma psikis pada S, memerlukan bantuan

pemeriksaan ahli jiwa untuk mengungkap

suafu kebenaran materiel, dan hanya kebenaran

ilmiahlah suatu pembuktian perkara pidana dapat

diterima akal sehat.

Pembuktian adanya trauma psikis dalam

Putusan Nomor 1 73lPid.Sus/20 1 4/PN.Lmj dapat

disandingkan dengan Putusan Nomor 79IPID.
SUS/2015/PT.MDN yang membatalkan Putusan

Nomor I.255lPid.B/2014lPN.Mdn, yang mana

putusan hakim banding berbasis pada kesimpulan

dokter pembuat visum et repertum psychiatricum

yang menyatakan bahwa "korban yang

mengalami depresi ringan bersifat kemungkinan

bukan kesimpulan yang bersifat kepastian, yang

berarti masih ada kemungkinan lain, sehingga

visum et repertum tidak dapat 100% (seratus

persen) merupakan penyebab hal yang dialami

oleh saksi korban."

Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017lPN.Itug

berbasis pada keterangan ahli psikologi

berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2281PPT-

SancitalU2}lT tanggal 26 Januari 2017 yary
menyatakan, bahwa majelis hakim berpendapm

bahwa "benar terdakwa telah melakukan

perkataan dan perbuatan y angmenimbulkan saksi

korban tertekan batinnya sehingga mengalami

gangguan secara psikis." Putusan Nomor 79l

PID.SUS/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor

84/Pid.Sus/2017lPN.Kng secara jelas berbasis

pada keterangan ahli jiwa dalam memutus

perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga,

baik dalam menjatuhkan sanksi maupun dalam

membebaskan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

173lPid.Sus/2014lPN.Lmj yang menyatakan

bahwa: "perbuatan terdakwa menyebabkan

trauma kepada saksi S" tidak didasarkan pada

keterangan ahli jiwa, sedangkan trauma itu
sendiri dari perspektif ilmu kedokteran dapat

ditinjau dari kondisi cedera fisik atau psikis

seseorang. Trauma yang berasal dari kata Yunani

menurut Reber & Reber (2010: 999)berarti luka;

sedangkan traumamenurut Danis (tt: 635) dalam

Kamus Kedokteran, diartikan sebagai luka atau

cedera, baik fisik atau psikis.

Dari perspektif ilmu jiwa, sebagaimana

di s ebutkan oleh Reber & Reber (2 0 I 0 : 9 9 9),bahw a

trauma adalah "sebuah istilah yang digunakan

bebas, entah bagi luka fisik yang disebabkan oleh

beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka

psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi

yang ekstrem." Apabila merujuk pada fakta

yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa

AW marah, kemudian mengancam dan hendak

membacok S dengan menggunakan sabit; namun

demikian S dapat berlari dan menyelamatkan diri.

Fakta yang terungkap di persidangan dalam

Putusan Nomor 173lPid.Sus/2014lPN.Lmj,

jelas menggambarkan bahwa tidak terjadi
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terdakwa AW, yang tentunya harus dibuktikan

melalui mekanisme pemeriksaan ahli jiwa.

Hal ini dapat disandingkan dengan Putusan

Nomor 79IPID.SUS/2015/PT.MDN, di mana

disebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa,

saksi korban merasa ditelantarkan dan mengalami

depresi ringan sebagaimana dinyatakan dalam

Wsum et Repertum Psychiatricum Nomor 42l

SMA/ISUM lxl20l3 tanggal 08 Oktober 2013

bahwa korban OS mengalami gangguan campuran

depresifringan. Putusan Nomor 84/Pid. Sus 12017 I
PN.Kng berbasis pada Surat Keterangan

P s iko 1o g Nomor 2 2 8/PPT- S ancital I I 20 I 7 tanggal

26 Januari 2017 menyebutkan bahwa akibat

perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami

beban psikologis berat dikarenakan persoalan

rumah tangganya, sehingga memerlukan

dukungan psikologis dalam menghadapi dan

menyele saikan perkaranya.

Merujuk pada Putusan Nomor 791PID.

SUS/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 841

Pid.Sus/2017lPN.Kng yang memutus kasus

kekerasan psikis dalam rumah tangga, jelas bahwa

hubungan kausal antara perbuatan terdakwa

dengan akibatnya berbasis pada keterangan

ahli, baik psikiater maupun psikolog; namun

demikian Putusan Nomor 173lPid.Susl20l4l

PN.Lmj tidak berbasis pada keterangan ahli jiwa.

Padahal, maksud dari delik materiel sebagaimana

dikemukakan oleh Remmelink (Ohoiwutun,

2016b: 77), adalah suatu perbuatan yang

menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu,

di mana perbuatan tersebut kadang tercakup

dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam

perumusan tindak pidana.

Putusan Nomor 1 73lPid.Sus/20 l4lPN.Lmj,

telah menggambarkan perbuatan terdakwa AW

yang menyebabkan S mengalami trauma psikis

atau dalam hal ini telah tercakup dan

perumusan unsur delik sebagaimana

di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Llnfu
Nomor 23 Tahtn 2004. Apabila merujuk

pendapat Remmelink, seseorang dapat dipid-
karena melakukan tindak pidana kekerasr
psikis dalam rumah tangga,yang secara alternff
limitatif dapat menimbulkan akibat benry
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangryr'a

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berday4

danl atau.penderitaan psikis berat pada seseorang;

dan hal inilah yang seharusnya dibuktikan dalam

pemeriksaan Putusan Nomor 173lPid.Susl20l4l

PN.Lmj.

Hukum acarapidana menganut asas actoi
incumbit onus probandi, bahwa siapa yang

menuntut, dialah yang wajib membuktikanflya;

dan sebagai kelanjutarnya berlaku pula asas

actore non probante, reus absolvitu4 yaitu

apablla tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus

dibebaskan. Merujuk pada berlakunya asas

actori incumbit onus probandi dan asas actore

non probante, reus absolvitur dalam pemeriksaan

Putusan Nomor 173lPid.Sus/2014lPN.Lmj,

terdakwa AW seharusnya dibebaskan apabila

penuntut umum tidak dapat membuktikanadanya

trauma psikis yang berbasis pada keterangan ahli
jiwa.

Tindak pidana kekerasan psikis dalam

rumah tangga, sebagai delik materiel melarang

akibat tertentu yang berada pada ranah psikis

atau kejiwaan seseorang sebagai akibat dari

perbuatan orang lain. Dengan demikian,

pentinglah pembuktian adanya hubungan kausal

antara perbuatan pelaku yang berdampak psikis

pada korban. Tidak adanya pemeriksaan ahli

jiwa dalam Putusan Nomor 173lPid.Susl2}l4l

PN.Lmj, tentunya tidak dapat membuktikan

kebenaran kondisi kejiwaan korban yang trauma

338 | Jurnal Yudisial Vol. 1 1 No. 3 Desember 2018:327 - 345


